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WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR 48 TABUN 2016 

TENT.ANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALOPO 

DENGAN RARMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengatur 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo yang 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 





























g. mengoordinsikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan 
dengan ruang lingkup operasi daerah kota Palopo; 

h. melaksanakan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di 
perusahaan; 

i. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga 
Kerja Sama Bipartit di perusahaan; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan 
mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan 
perusahaan; 

k. mengoordinasikan kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan instansi terkait; 

1. menginventarisir Permasalahan dan Menyiapkan Data/Bahan 
pemecahan masalah sesuai Bidang Tugasnya; 

m. melaksanakan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan lingkup bidang 
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 

n. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala 

Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 2 

Seksi Persyaratan Kerja 
Pasal 13 

( 1) Seksi Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Kepala Seksi Persyaratan Kerjamempunyai Tu.gas Pokok : melakukan 
pembinaan kepada Perusahaan Pekerja dan Organisasi 
Pengusaha/Pekerja dalam Persyaratan Kerja, Organisasi Pekerja dan 
Pengusaha; 

(3) Untuk melaksanakan Togas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Seksi Persyaratan Kerja mempunyai Rincian Tu.gas: 
a. merencanakan kegiatan pelayanan persyaratan kerja; 
b. membagi tugas di lingkup seksi persyaratan kerja; 
c. menyelia pelaksanaan bawahan dalam lingkup pembinaan syarat 

kerja, organisasi pekerja dan pengusaha; 
d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
e. menyiapkan penyusunan Bahan Petunjuk Teknis dalam melakukan 

Pembinaan Syarat-syarat Kerja dan Organisasi Pengusaha/Pekerja; 
f. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami aturan 

pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; 
g. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di 

perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit; 
h. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di kota 

Palopo; 
i. menginventaris Perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat 

dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian 
Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku; 
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n. menilai prestasi kerja bawahan;dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala 

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal 16 

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas wajib dan taat 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan 
Organisasi Perangkat Daerah dan/ atau instansi pemerintah/ swasta 
terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; 

Pasal 17 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, 
Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Tenaga Kerja wajib 
melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, 
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas 
dan efisiensi. 

Pasal 18 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala 
Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib 
memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan 
masing-masing; 

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 
Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib 
mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, 
Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib mengawasi dan 
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya 
penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
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Pasal 20 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 
Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Tenaga Kerja wajib 
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan 

masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan 
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

BAB VI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

Pasal 21 

( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; 

(2) Pembentukan UPI'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
tersendiri dengan Peraturan Walikota. 

BAB VII 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 22 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi Dinas Tenaga Kerja dengan keahlian tertentu. 

Pasal 23 

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari 
sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan 
keahlian; 

(2) Jabatan fungsional dipimpin oleh pejabat senior, bertanggungjawab dan 
berada dibawah Kepala Dinas; 

(3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 24 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 
06 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Palopo 

pada tanggal : 2 Desember 2016 

WALIKOTA PALOPO, 

Diundangkan di Palopo 
pada tanggal : 2 Des em her 2016 

Pit. SEKR ARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

H. J LUDDIN 

BERJTA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 
NOMOR 48 
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